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Pengelolaan
- PAD!

PALU, MERCUSUAR-
Selama ini mata dan
perhatian masyarakat selalu
tertuju pada sisi pengeluaran
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD).
Masyarakat dan aparat
hukum terbiasa

Diungkapkan Asgar, belajar dari
temuan BPK RI tahun 2010 laly, terjadi
dugaan penyimpangan PAD Sulteng
sekira Rp47 miliar. Berdasarkan temuan.
BPK, péenyimpangan Rp47 miliar
diantaranya upah pungut pajak senilai

Rp1.149.887.679 tidak masuk ke
daerah sebesar

kas
M Rp622.857.8921. Upah pungut
pajak tersebut diberikan pada

Dapat diakses di

melakukan pENgaWasan s pejabat tertentu yang terkait dengan

terhadap proyek-proyek yang
dikelola pemerintah. 3
Sementara pengawasan
terhadap pengelolaan dana
Pendapatan Asli Daerah
(PAD) masih lemah.

* Anggota Komisi II DPRD Provinsi
{Deprov) Sulteng, Asgar Djuhaepa menga-
takan, kedepan Deprov, aparat hukum dan
masyarakat tidak boleh hanyamengawasi
sisi pengeluaran, namun juga harus fokus
mengawal sisi pendapatan daerah yang

sangat rentan penyimpangan. Dengan

demikian, celah penyelewengan pendapa-
tan daerah, khususnya PAD dapat ditekan.

pengelolaan pajak, berdasarkan
surat keputusan gubernur.

Bukan hanya itu, BPK juga menemukan
penyimpangan sumbangan pihak ketiga
sebesar Rp5,3 miliar. Sumbangan
tersebut tidak sesuai peraturan
perundang-undangan. BPK merekomen-
dasikan pada gubernur memberikan
sanksi tegas pada Kadispenda, atas
ketidakpatuhannya dalam pemungutan
sumbangan pihak ketiga sebagaimana

_aturan perundang-undangan.

Temuan kinnya, sekira Rp35,7 miliar
retribusi daerah tidak disetor tepat waktu
sebagaimana. ketentuan yang berlaku
serta bunga dan denda dana bergulir yang
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belum diterima sebesar Rp167,3 juta.
Dalam rapat, Panja mengungkapkan
ada 15.170 unit kendaraan bermotor
yang belum mendaftar ulang ke

Samsat, sehingga pendapatan dae-’

rah belum diterima sekira Rp5,13
miliar: Berdasarkan data dari Polda
jumlah kendaraan bermotor di Sulteng
mencapai 578.687 unit. Anehnya
realisasi PKB hingga bulan Oktober
2010 baru mencapai 144.150 unit.
Bukan hanya itu, sekira Rp1,4 miliar
PKB yang seharusnya masuk ke kas
daerah, juga dipertanyakan kebera-
daannya oleh BPK. Dana sebesar itu
terdiri dari dispensasi PKB

Rp688.908.850 dan kekurangan
denda PKB dan Bea balik nama
kendaraan bermotor (BBNKB)
sebesar Rp754.878.593. Selain itu,
BPK juga menemukan pemakaian

nota pajak tidak sesuai prosedur dan

merugikan keuangan daerah sebesar
Rp178,98 juta.

“Saya mengajak untuk mengawasi,
karena dalam rancangan kebijakan
umum anggaran (KUA) dan plafon
prioritas anggaran sementara (PPAS)
2012, PAD ditargetkan sekira Rp343

miliar atau sama dengan realisasi -

PAD tahun 2010 lalu. Ini jelas patut
dipertanyakan dan rawan penyim-

............. sambungan dari hal. 1

pangan. Idealnya PAD jauh lebih be-
sar dari itu, karena jumlah kendaraan
tiap tahun bertambah. Bukan hanya
itu, berdasarkan data Dirlantas Polda
Sulteng tahun 2010 lalu kendaraan
mencapai 578.687 unit. Anehnya
realisasi PKB hingga bulan Oktober
2010 baru mencapai 144.150 unit.
Jika data ini benar, tentu akan banyak
sekali kendaraan yang ditangkap
aparat, karena tidak membayar pajak.
Tapi faktanya kan tidak seperti itu.
Olehnya saya juga berharap
Gubernur dan Wakil Gubernur
menyeriusi ini untuk mendongkrak sisi
pendapatan daerah,” tegasnya. mu



                  






